
3. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara . Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200.4 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
T arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana te1ah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

. I 

Nomor 12 ·Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
• I 

' 

·, 

a. bahwa dalern rangka rneningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi 
I 

kerja serta untuk rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka 
dipandang oerlu rnengatur kembali mengenai ketentuan hah dan jam 
kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pernerlntah 
Kabupaten Ketapang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Ketentuan 
Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ketapang. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang 
Undang Darurat Nornor 3· Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat !I di Kallrnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) seba~ai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lfrdonesia Nomor i 820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik · Indonesia Tahun 197 4 
Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
T ahun 1999 ·,(Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tarnbahan Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 
3890); . 

BUPATI KETAPANG, 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I v 

Menginyat 

i\rlenimbang 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 12 T AHUN 2011 

TENT ANG 

KE1-ENTUAN HARi DAN JAIVI KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEtvlERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

--·--·-------------------------- ------- ·--· ... - "-· --- ---·· .. ·-····· 



Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 

2. Bupati adalah Bupati Ketapang. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan 
Lembaga lainnya. 

-4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Peqawai' Negeri Sipil 
Daerah yang bekerja di !ingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. 1 

I 
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas 

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. I 
c. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas ataupun pakaian ~e~a lainnya. 

I 

PasaJ 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARi DAN JAM KERJA 
SA TUAN KERJA PERANGKA T DAE RAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

:v1enetap!<an 

MEMUTUSKAN : 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Neg_ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 7 4, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5135); 

7. Keputusan Presiden RepubJik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 
tentang Jam Krida Olahraga; 

8. Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 
tentang Harl Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 



(2) Pelanqqaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja akan dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(1) Setiap Kepala SKPD, balk secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan 
pengawasan rnengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di 
!ingkungan kerjanya masing-masing. 

Pasal5 

BAB Ill 
KETENTUANPENUTUP 

Bagi SKPD tertentu yang melaksanakan oelayanan langsung kepada masyarakat, baik 
yang bersifat pelayanan administratif maupun yang bersifat teknis operasional, agar 
dtlakukan pengaturan jam kerja tersendiri dengan tetap memperhatikan jurnlah jam kerja 
efektif selarna 37,5 jam per minggu diluar istirahat dan olahraga/senam pagi. 

Pasal 4 

(2) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas atau pakaian kerja 
lalnnya lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Jam 06.30 WIB sampai Jam 07.00 WIB 
Jam 07.00 WIS sampai Jam 15.30 WIB 
Jam 11.00 WIS sampai Jam 13.00 WIB 

b. Hari Jum'at 
1. Olahraga/Senam pagi: 
2. Jam Kerja 
3. Vl./aktu istirahat 

Jam 07.00 WIB sampai Jam 15.30 W1B 
Jarn 12.00 WIS sampai Jam 12.45 WIB 

{1) Jam kerja pada hari ker]a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimulai pada 
J3m 07.00 WIB sampai dengan Jam 15.30 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Han Senin sampai Kam is: 
1. Jam Kerja 
2. Waktu istirahat 

Pasal3 

t·1 J Hari kerja SK.PD di lingkungan Pemermtah Kabupaten Ketapang ditetapkan 5 (lima) 
hari kerja dalarn seminggu, yaitu rnulai hari Senin sampai dengan hari Jurn'at dengan 
;umlah jam kerja efektif selarna 37,5 jam per minggu diluar istirahat dan olahraga. 

(2) Jumlah jam kerja efektif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
rnelaksanakan _tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk 
kegiatan-kegiatan lain diluar kedinasan. 

Pasal2 

8.J.\8 ti 
HARl D.!\N JAM l<ERJA 

' 



Salinan sesuai dengan aslinya : 

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH --· 
'· .. <, ... ~ ~IDANr PEMERJNT-A~-~.. . --------------- 

·~· - .. _ ~~/fl .. ~/.--- . -- ------ ·:,,.; I~ .. /.~,,-~~ .,f.;Y '· /''I - ,,,_. /'.,.--::::; -s-»: ·\ , .. , .. -:-:: .... , ,. y' 

F. SUNGKALANG 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOF{ 154 . 

F. SUNGKAU\NG 

Pie SE'<RETARIS DAERAH, 

Ud 

Diundanqkan di Ketapang 
pada tanqqal 10 Juni 2011 

BUPATI KETAPANG:, 

ttd 

HENRIKUS 

Ditetapkan di Ketapang 
pad a tang gal 10 Juni 2011 

. Ag8r setiap orang rnenqetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
GE:ilQ8il penempatannya dalarn f3erita Daerah Kabupaten Ketapang. 

P;:,,·aturcl,l Eupati ini berlaku p~.:icJfi ':cinggaJ diundangk_an . 

Pasal 8 

·-;,,'ci :>c,,':Ji F ... er~=:!ura:, ;~·upati :;;; u,.i;.,.1i berlaku, maka segala ketefltuan yang mengatur hal 
f:-.riq ~,mn,.1 Jan beri1::f1lr:rn~F:l,1 tk::i~.J:.'!n Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak 
t.>C.'.,l:-1ku 

Pasal7 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Bupati ini, sepanjang rnencenal teknis 
pelaksanaannya akan diatur :GLi:·; ::Ji",jut ciGngc1n keputusan bupati. 

Pasal6 


